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PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN"KOLAKA TIMUR 
NOMOR 62 TAHUN 2016 

SALIN AN 

Mengingat 

Mcnimbang 

-~- TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERT A TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

: a. bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata 
kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud 
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten 
Kolaka Timur.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Tahun l 945; 

: 1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5401); 

3. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·2014 
Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerint:ahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran :Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomoc.- 
23 Tahun 2014 Tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor · 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Kolaka Timur. 
3. Bupati adaJah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 

Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas · yang 
melaksanakan kegiatan teknis Penempatan dan Pelatih 
Tenaga Kerja dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
lingkup dinas. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas bcrkaitan dengan pelayanan fungsional. 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR, TENTANG 
KEDUDUK.AN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI , SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN __ 
TENAGA KERJA KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur. 
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Menctapkan 
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(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(I) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud 
Pasal3, diklasifikasikan atas tipe A. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada aya 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraa 
urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan • ~i_dan 
Tenaga Kerja. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan W•, ~ 
pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga ,kerja 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, adalah 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang transrnigrasi dan bidang tenaga kerja diwadahi dalam 
bentuk dinas. 

.,. 
Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 
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Pasal 4 



a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat Dinas; 
c. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan 

Pcrluasan Kesematan Kerja; 
d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga 

Kerja; 
e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Perrnukirnan Transmigrasi; 
f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi 
g. UPTD; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis di bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
b. penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan 

umurn di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang hubungan industrial dan 

persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja, 
pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja serta bidan 
transmigrasi; 

d. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas: 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan 
Tugas Pernbantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja. 

--" 

dan Tenaga Kerja, 
1 

(1) Susunan Organisasi Dinas Transrnigrasi 
terdiri dari : 

Pasal 6 

(2) Dinas dipirnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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( l) Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 
c. Sub Bagian Keuangan. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi: ! 
a. pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan 

Din as; 
b. pelaksanaan urusanketatausahaan dan perlengkapan; 
c. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan 

hukurn serta pelaksanaan urusan pendidikan dan 
pelatihan; 

d. pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan 
penyusunan anggaran; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan 
administrasi ketatausahaan, keuangan, per!engkapan 'dan .... 
kepegawaian serta mengkoordinasikan penyusunan 
program, evaluasi dan pelaporan Dinas. 

(2) Sekretariat dipimpin o!eh Sekrctaris yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

.pala Dinas rnernpunyai tugas memimpin dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasiyang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pcmbantuan serta bertanggung 
jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

--- 
Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 
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Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1). Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga 
Kerja menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan perencanaan bidang penempatan, pelatihan 

tcnaga kerja dan perluasan kesernpatan kerja; 

Pasal 15 

(1) Bidang Penernpatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan 
penyelenggarakan perumusan dan pclaksanaan kebijakan, · 
koordinasi, fasilitasi dan pernbinaan bidang penempatan 
tenaga kerja, inforrnasi Pasar Kerja, pelatihan dan sertifikasi 
tenaga kerja,pengembangan kesempatan kerja serta 
pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. 

(2} Bidang Pencmpatan, Pelatihan Tenaga Kcrja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja , sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalarn pasal 12 ayat ( 1) huruf a, rnernpunyai 
tugas melaksanakan kpordinasi, pengumpulan bah~n 
pctunjuk teknis serta melaksanakan urusan 
ketatausahaan, surat-rnenyurat dan kearsipan, kehumasan 
dan protokoler, rurnah tangga, administrasi kepegawaian, 
ketat.alaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta 
hukum dan Perundang-undangan serta pelakaanaan · 
urusan pengelolaan barang dan aset Dinas. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b,mempunyai 
tugasmelaksanakan koordinasi, pengurnpulan bahan, 
fasilitasi pcnyusunan perencanaaan urnum, program, 
pemantauan, dan evaluasi. 

(3) Sub Bagian Keuangansebagaimana dimaksud dalam pasal 
12 ayat ( 1) huruf c.rnernpunyai tugas melaksanakan urusan 
penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, 
perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan. 

Pasal 13 
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(1) SeksiPenempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar 
I<erjasebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf 
a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan 
rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, penyusunan 
petunjuk teknis, pembinaan dan supervise, evaluasi ,dan 
pelaporan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga 
Kerja dan pengembangan pasar kerja. 

Pasal 17 

·' 'l 

( 1) Bi dang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan 
Kesempatan Kerja, terdiri atas : 
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan lnforrnasi Pasar 

Kerja; 
b. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja ; 
c. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja dan 

Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh. 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja 
dan Perluasan Kesempatan Kerja. 

Pasal 16 

., 
' 

e. 

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan 
dan penempatan Tenaga Kerja , inforrnasi pasar kerja dan 
bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, 
penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 
pengembangan dan perluasan kesempatan kerja · serta 
pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing; 
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang 
informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengw"i.t~ 
kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlinduuger. 
Tenaga Kerja , pengernbangan dan perluasan kesempatan 
kerja serta pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing; 

d. pemberian pembinaan dan supervisi di bidang informasi 
pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan 
bursa kcrja, pencmpatan dan perlindungan Tenaga Kerja , 
pengembangan dan perluasan kesernpatan kerja serta 
pengendalian penggunaan Tenaga Kerja asing; 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di i 
bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, 
pengantar kerja dan bursa kerja, penernpatan dan 
pcrlindungan Tenaga Kcrja , pcngembangan dan pcrluasan 
kesernpatan kerja serta pengendalian penggunaan Tenaga 
Kerja asing; 

f. pelaksanaan pelayanan administrasi bidang penempatan, 
pelatihan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja; 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. 

. "' - - .. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 18 ayat (1). Bidang Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan rencanaan · dan program bidang hubungan 

industrial dan pcrlindungan Tenaga Kerja; 
b. Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, 

pengupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelembagaan 
dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian 
perselisihanhubungan industrial dan pembinaan -e 

keselamatan dan kesehatan kerja; 
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang persyaratan 

kerja, pengupa.han dan jaminan sosial tenaga 
kcrja,perlindungan, kelernbagaan dan kerjasama hubungan 
industrial dan penyelesaian pcrselisihan hubungan 
industrial; 

Pasal 19 

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga 
Kerja mernpunyai tugas menyelcnggarakan perumusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang 
persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga 
kerja,perlindungan, kelembagaan dan kerjasama hubungan 
industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial. 

(2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga 
Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 

(2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan pengumpulan bahan rum_usan 
kebijakan, koordinasi, Iasilitasi, penyusunan petunjuk 
teknis, pembinaan dan supervise, evaluasi dan pelaporan di 
bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja. - 

(3) Seksi Pengcmbangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian 
Penggunaan Tenaga Kerja Asingsebagaimana dimaksud • 
dalarn pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas 
mclaksanakan perigumpulan bahan rurnusan kebijakan, ! 
koordinasi, fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, 
pembinaan dan supervise, evaluasi dan pelaporan bidang 
pengembangan dan perluasan kesernpatan kerja dan bidang · 
pengcndalian penggunaa1! tenaga kerja asing. 

.. - 
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(1) Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan 
Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 
(1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan 
bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi monitoring, 
evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, 
pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja. 

(2) Seksi Perlindungan, Kelembagaan dan Kerjasama 
Hubungan lndustrialsebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
ayat (1) huruf b, rnempunyai tugas melaksanakan 
pengumpulan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, J 

fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang f 
perlindungan tenaga kerja, keselamatan, kesehatan ~ 
kerja,kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial. 

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga.; 
Kerja, terdiri atas : 
a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja; 
b. Seksi Perlindungan, Kelembagaan dan Kerjasama 

Hubungan Industrial; 
c. Seksi Pcnyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial . dan 
Perlindungan Tenaga Kerja. 

Pasal 20 

Pasal 21 
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d. penyusunan petunjuk teknis di bidang persyaratan kerja, 
pcngupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelernbagaan. 
dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian I 
persclisihan hubungan industrial dan pembinaan 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

e. pembenaan dan supervisi di bidang persyaratan kerja, 
pengupahan, jaminan sosial Tenaga Kerja, kelernbagaan 
dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial dan pemoinaan 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sorta pelaporan di 
bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial 
Tenaga Kerja, kelembagaan dan kerja sarna hubungan 
industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja; 

g. pelaksanaan adrninistrasi bidang hubungan industrial dan 
perlindungan Tenaga Kerja; 

h. pelaksanaan fungsi Iain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas danJungsinya. 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud i.d:aliyn 
Pasal 22 ayat (1), Bidang Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman Transmigrasimenyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan perencanaan dan program bidang penyiapan 

kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; 
b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pembinaan 

potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah 
transmigrasi, pcmbangunan permukiman transmigrasi, dan 
penataan pcrsebaran penduduk; 

c. penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan potensi 
kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, 
pcmbangunan permukiman transmigrasi, dan penataan 
persebaran penduduk; 

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan 
tanah transmigrasi, pernbangunan permukirnan 
transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

e. fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pernbinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan 
tanah transmigrasi, pembangunan permukiman 
transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; 

Pasal 23 

(1) BidangPenyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi mernpunyai tugas melaksanakan rurnusan 
kebijakan, koordinasi dan fasilitasi di bidang penyediaan 
areal,perencanaan teknis penyiapan kawasan dan 
pernbangunan permukiman transmigrasi serta penempatan 
dan persebaran penduduk sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 
Transmigraeidipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 22 

Bagian Kelirna 
Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 

Permukiman Transrnigrasi 

..... 

(3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
sebagaimana dimaksud dalarn pasal 20 ayat (1) huruf c, 
mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan 
rurnusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi monitoring, 
evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan · 
hubungan industrial . 
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(1) SeksiPenyediaan Areal dan Perencanaan Teknis 
sebagairnana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan rumusan .. bahan 
kebijakan, fasilitasi, monitoring, evalusi dan pelapran, di 
bidang identifikasi, informasi potensi, advokasi, 
perencanaan, penetapan kawasan, mediasi dan kerja sama 
antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan 
pengembangan, perencanaan teknis satuan permukirnan, 
perencanaan sarana dan prasarana kawasan, - serta 
perencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi" ~ 
pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, 
pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah. 

(2) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 aya.t (1) huruf b, 
mernpunyai tugas rnelaksanakan rumusan bahan 
kebijakan, fasilitasi, monitoring, evalusi dan pelapran di i 
bidang penyiapan lahan permukiman, sarana permukiman, 1 

prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman. 
(3) Seksi Penempatan dan Persebaran Penduduk sebagaimana 

dimaksud dalarn pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tugas melaksanakan rumusan bahan kebijakan, fasilitasi, 
monitoring, evalusi dan pelaprandi bidang penyiapan 
perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk 
seternpat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan 
adaptasi. 

(1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi, terdiri atas : 
a. Seksi Penyediaan Areal dan Perencanaan Teknis; 
b. Seksi Pernbangunan Permukiman Transmigrasi; 
c. Seksi Penernpatan dan Persebaran Penduduk. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Penyiapan Kawasan · dan 
Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 

Pasal 24 

f. pelaksanaan adrninistra si bidang penyiapan kawasan dan 
pernbangunan permukiman transmigrasi; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas 
sesuai dengan tugas danIungsinya, 
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Pasal 25 



• l 
<I 

. ' ; e. 

c. 

Pasal 27 

( l) Bidang Pengernbangan Kawasan Transmigrasi mernpunyai 
tugas melaksanakan rumusan kebijakan, koordinasi, 
pembinaan dan fasilitasipengembangan usaha dan promosi 
kemitraan, pengembangan sosial budaya dan pelayanan 
pertanahan dan pengembangan Sarana Prasarana dan 
Lingkungan. 

(2) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin 
oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas 

Pasal 26 

Bagian Keenam 
Bidang Pcngembangan Kawasan Transrnigrasi 
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Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1), Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan perencanaan dan program bidang 

pengcmbangan kawasan transmigrasi; 
b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang prornosi dan 

kerja sama kclembagaan, pcmbangunan , dan 
pengembangan kawasan, pengembangan usaha, 
pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan 
transmigrasi; 
pcnyusunan pctunjuk tenis dibidang promosi dan kerja 
sama kelembagaan, pcmbangunan dan pengembangan 
kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial 
budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; 

d. pclaksanaan koordinasi dan fasilitasi promosi dan kerja 
sarna kelembagaan, pcmbangunan dan pengembangan 1 
kawasan, pengembangan usaha, pcngembangan sosial " ·: 
budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; 
pembinaan dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang 
promosi dan kerja sama kelernbagaan, pembangunan dan 
pengembangan kawasan, pengembangan usaha, 
pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan 
transmigrasi; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pclaporan di bidang promosi dan 
kerja sama kelembagaan, pembangunan dan 
pengembangan kawasan, pengembangan usaha, 
pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan 
transrnigrasi; 

g. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan kawasan 
transmigrasi; 

h. pc\aksanaan fungsi lain yang diberikan o\eh kepala dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



(1) Unit Pclaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis 
dinas secara operasional di lapangan. 

Pasal30 

huruf c, mempunyai tugas melaksanakan rumusan kebijakan 
dan fasilitasi di bidang pembangunan dan pengembangan 
sarana dan prasarana_ permukiman dan kawasan, 
penyerasian lingkungan, evaluasi dan pelaporan 
perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi 
sarana dan prasarana. 

dan 
ayat (1) 

(!) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a, 
mempunyai t.ugas melaksanakan perumusan bahan 
kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di 
bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lernbaga 
ekonorni, permodalan, kewirausahaan, promosi dan 
publikasi, kernitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, 
serta kemitraan kelembagaan pemerintah. 

(2) Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan 
Pertanahansebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) 1 
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan rurnusan 
kebijakan, pembinaan, momitoring dan evaluasi di bidang 
pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental 
spiritual dan seni budaya, kelembagaan pemerintah dan 
masyarakat, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas 
tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan 
pertanahan. 

(3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana 
Lingkungansebagaimana dimaksud dalam pasal 28 

(1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas : 
a. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan; 
b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan 

Pertanahan; 
c. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan 

Lingkungan. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pengembangan 
Transmigrasi 

.-- 

Pasal 29 

Pasal 28 
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Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 



(1) Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai 
kelompok scsuai bidang keahliannya. 

(2) Kelornpok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh scorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk oleh Bupati dan dalarn mclaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada kepala Dinas. 

(3) Jumlah .Jabatan Fungsional sebagairnana dirnaksud pada · 
ayat (I) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kerja. 

(4) .Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat • 
(1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan 'yang 
berlaku. 

Kclompok Jabatan Fungsional mcmpunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang 
keahliannya. 

Pasal 32 

Bagian Kedelapan 
Keloropok Jabatan Fungsional 

Pada saat mulai bcrlakunya Peraturan ini, UPTD yang 
terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi 1 

t dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, 
tetap melaksanakan tugasnya sarnpai dengan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Togas dan 
Fungsi UPTD yang baru diundangkan. 

Pasal 33 

(2) KcpaJa Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha 
dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah ; dan . 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 

' Dinas. 
(4) Ketentuan mengenai pcmbentukan dan susunan organisasi 

serta tugas dan fungsi Unit Pclaksana Teknis Dinas diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara 
tertulis kepada Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat. 
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Pasal 31 



Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional · 
mempunyai hubungan kerja. 

Pasal 39 

i 
1 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk 
mcnyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan 
berkala tcpat pada waktunya. 

Pasal 38 

Pasal 37 

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya 
masing-rnasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang 
undangan yang berlaku. 

Pasal35 

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan I: 
masing-rnasing maupun an tar satuan organisasi 
dilingkungan Pcmerintah Daerah serta dengan instansi lain 
diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing 
rnasing. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan 
Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi 
lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing. 

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat. 

_, 

BABV 
TATA KERJA 
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Pasa\36 

Pasal34 



• (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pernberhentian · dalam; 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman--pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. ···· ··· · · -· 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatars 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris Dinas mcrupakan jabatan eselon Illa atau: 
jabatan administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon llfb 
atau jabatan administrator. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas 
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan Pejabat 
eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usu! Kepala 
Dinas melalui Sekretaris Daerah. 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Atas dasar pcrtimbangan daya guna dan hasil guna masing 
masing pcjabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapai 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 39 

Pasal42 

( l) Dalarn hat Kepala Dinas berhalangan, Sekretans 
melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Dalam ha! Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala 
Dinasdapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi 
tugas instansi tcrsebut untuk rnewakili Kepala Dinas. 

Pasal 41 

Pasal 40 

Dalam rnelaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala J 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pernberian 
bimbingan kcpada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMURTAHUN 2016 NOMOR 62 

SAMSUL BAHRI MADJID 

ttd 

Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KAGUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pad a tanggal Desernbcr 2016 

LLM 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawu ta 
Pada tanggal 7 Desernber 2016 

memerintahkau 
penempatannya 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini clengan 
dalam Serita Daerah Ka bu paten Kolaka Timur. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 40 

BAB vu 
KETENTUAN PENUTUP 

t • - \7 - 
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